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KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 

karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita 

semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Maros Tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 

2021 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 

beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, 

memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD 

serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(RLPPD) kepada Masyarakat. 

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika laporan ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

 1.1.1 Penjelasan Umum 

 a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros 

 b. Data Geografis Kabupaten Maros 

 c. Jumlah Penduduk 

 d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan  

 e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat 

Daerah dan Pegawai Pemerintah 

 f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 

 

 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah  
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 a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 

 b. Visi dan Misi 

 c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan 

Dokumen RPJMD 2021-2026 

 d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan 

Dokumen RKPD Tahun 2021 

 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

2.1.  Capaian Kinerja Makro  

 a. Indeks Pembangunan Manusia  

 b.  Angka Kemiskinan 

 c.  Angka Pengangguran  

 d.  Pertumbuhan Ekonomi 

 e.  Pendapatan Per Kapita 

 f.  Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

2.2.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) 

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

2.3.  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

 a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan 

dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan 

dengan Tahun 2021 

 d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan 

dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 

 

 e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan 
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Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 

 f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung 

Pencapaian Target Kinerja 

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

3.1.  Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten 

Maros 

3.2.  Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten 

Maros 

BAB 

 

IV 

 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL 

4.1. Urusan Pendidikan 

4.2 Urusan Kesehatan 

4.3. Urusan Pekerjaan Umum 

4.4. Urusan Perumahan Rakyat 

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

4.6 Urusan Sosial 

BAB V PENUTUP 
 

 Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi 

pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan 

datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya 

Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, 

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
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Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Maros tahun 2021 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat 

dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros.  

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh 

masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.   

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

Maros, 31 Maret 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya 

administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan 

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan 

kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh 

Pemerintah Pusat. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban 

Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik 

untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan 

dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government), 

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (good 

governance). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat. 

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan 

amanah Undang–Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai 

salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas 

pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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1.1.1 Penjelasan Umum 

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang 

berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari gegrafis 

wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang 

merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan 

dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan 

wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang 

menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah 

Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa. 

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang 

sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya 

dalam berbagai aspek, yakni : 

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan 

Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan 

wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar 

udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan 

bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar 

udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan 

KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama 

pembangunan regional dan nasional. 

2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai 

Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di 

Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian 

untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan 

secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian 

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset 

tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena 

wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada 

sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi 
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kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 

Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh 

masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang 

mencapai luas tambak 9.581,50 Ha. 

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan 

sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya 

kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini 

berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan 

Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di 

jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di 

Bandar Udara Sultan Hasanuddin. 

5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad 

SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang 

berlokasi di Patte’ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang 

tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari 

Malaysia. 

6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu 

suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana 

sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan 

Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam 

pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, 

Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, 

Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan 

Mamminasata sebesar 2.462 Km2, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi 

bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km2 atau 42,20%. Hal 

ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau 

dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan 

kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya. 
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a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros 

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan 

yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten 

Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, 

yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian 

masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang 

kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten 

Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang 

dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone 

dan Kerjaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis 

yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua 

suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar. 

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi 

Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia 

dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan 

Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah 

Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing :  

1. Distrik Turikale  Dipimpin oleh Karaeng  

2. Distrik Marusu Dipimpin oleh Karaeng 

3. Distrik Simbang Dipimpin oleh Karaeng 

4. Distrik Bontoa Dipimpin oleh Karaeng 

5. Distrik Lau’ Dipimpin oleh Karaeng 

6. Distrik Tanralili Dipimpin oleh Karaeng 

7. Distrik Sudiang Dipimpin oleh Gelarang 

8. Distrik Moncongloe Dipimpin oleh Gelarang 
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9. Distrik Bira Dipimpin oleh Gelarang 

10. Distrik Biringkanaya Dipimpin oleh Gelarang 

11. Distrik Mallawa Dipimpin oleh Arung 

12. Distrik Camba Dipimpin oleh Arung 

13. Distrik Cendrana Dipimpin oleh Arung 

14. Distrik Laiya Dipimpin oleh Arung 

15. Distrik Wanua Waru Dipimpin oleh Arung 

16. Distrik Gantarang 
Matinggi 

Dipimpin oleh Arung 

   

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di 

Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring 

dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian 

wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung 

pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun 

wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah 

administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan 

Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari 

wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an. 

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran 

wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, 

yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki 

tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 

(tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, 

dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. 

Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam 

menunjang pembangunan wilayah. Disampin itu, Kabupaten Maros memiliki 

peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai 
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ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah 

yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan 

wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam 

pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan. 

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan 

berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi 

kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki 

menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap 

sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan 

antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional 

lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah 

Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia 

dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). 

 

b. Data Geografis Kabupaten Maros 

1. Batas Administratif 

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara 40° 45’ - 50° 07’ 

Lintang Selatan dan 1090 205'- 1290 12' Bujur Timur yang berbatasan dengan: 

Di sebelah Utara  : Dengan Kabupaten Pangkep; 

Di sebelah Timur  : Dengan Kabupaten Bone; 

Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa; 

Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;  

Di sebelah Barat  : Dengan Selat Makassar.  

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat 



   
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

 

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 
7 

 

 

 

 

strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena 

posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah 

pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, 

Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk 

dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, 

Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, 

Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. 

 

2. Topografi 

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar 

sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 

43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai 

kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai 

luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros. 

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter 

di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada 

kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada 

kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa. 

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, 

yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, 

Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili. 

Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan 

rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 

hari.Interval suhu udara antara 23,40C sampai 33,30C, dengan kelembaban rata-

rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot. 

 

c. Jumlah Penduduk 

Hingga akhir tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat 

sebanyak 388.738 jiwa yang terdiri dari laki-Iaki 194.808 jiwa, perempuan 

193.930 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar 

yakni 50.746 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan 
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dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan 

jumlah penduduk 13.080 jiwa. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2021 telah 

mencapai 3,36 jiwa per km2. Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat 

dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.593 jiwa per km2, sedangkan 

Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa 

yaitu 55,44 jiwa per km2.  

 

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros 

untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros 
Tahun 2021 

 

No. KECAMATAN 

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 
KEPADATAN 
PENDUDUK 
(Jiwa/Km2) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 Mandai 25.490 25.256 50.746 1.033,67 

2 Camba 6.908 7.266 14.174 97,50 

3 Bantimurung 16.435 16.581 33.016 190,07 

4 Maros Baru 14.714 14.198 28.912 537,79 

5 Bontoa 15.655 15.609 31.264 334,30 

6 Mallawa 6.510 6.570 13.080 55,44 

7 Tanralili 16.118 15.903 32.021 357,97 

8 Marusu 16.761 16.662 33.423 452,70 

9 Simbang 13.026 12.899 25.925 246,20 

10 Cenrana 7.271 7.426 14.697 81,21 

11 Tompobulu 8.235 7.913 16.148 56,13 

12 Lau 13.777 13.803 27.580 513,30 

13 Moncongloe 10.108 9.936 20.044 427,65 

14 Turikale 23.800 23.908 47.708 1.593,98 

JUMLAH 194.808 193.930 388.738 3,368 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap 

kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan 
Di Kabupaten Maros Tahun 2021 
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Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2021 

 

No. KECAMATAN 
JUMLAH KEPALA 

KELUARGA 
KETERANGAN 

1 Mandai 14.564  

2 Camba 4.7819  

3 Bantimurung 9.825  

4 Maros Baru 8.322  

5 Bontoa 9.000  

6 Mallawa  4.232  

7 Tanralili 9.849  

8 Marusu 10.016  

9 Simbang 7.896  

10 Cenrana  4.662  

11 Tompobulu 4.746  

12 Lau 8.061  
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No. KECAMATAN 
JUMLAH KEPALA 

KELUARGA 
KETERANGAN 

13 Moncongloe 5.920  

14 Turikale 13.642  

TOTAL 115.554  

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 

 

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Maros Tahun 2017 – 2021 

 

Kelompok Umur 2017 2018 2019 2020 2021 

0 – 4 35.306 35.196 34.057 27.791 31.961 

5 – 9 32.927 33.114 37.249 37.589 37.532 

10 – 14 31.971 32.056 36.225 36.955 35.693 

15 – 19 32.940 32.665 37.175 29.233 34.697 

20 – 24 31.485 31.990 32.965 34.291 34.239 

25 – 29 27.644 27.980 31.780 32.473 32.598 

30 – 34 25.484 25.573 30.520 30.953 30.757 

35 – 39 25.162 25.163 28.028 28.418 28.631 

40 – 44 23.927 24.056 25.829 26.372 26.295 

45 – 49 20.976 21.408 25.378 24.835 24.850 

50 – 54 17.064 17.678 20.621 22.337 22.244 

55 – 59 13.556 14.056 15.650 16.049 15.971 

60 – 64 9.606 10.006 10.827 12.854 12.467 

65 – 69 7.324 7.531 7.544 8.205 8.095 

70 – 74 5.277 5.439 4.960 5.761 5.446 

75+ 5.734 5.911 5.875 6.319 7.262 

Jumlah 346.383 349.822 384.682 388.330 388.738 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 

2021 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 

tahun dengan jumlah penduduk sekitar 37.532 orang atau 9,65 % dari total 

jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan 

persentase penduduk sebesar 9,18 % atau 35.693 orang, kemudian diikuti 

oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah penduduk 34.697 orang 

atau 8,92 % dari total jumlah penduduk. 

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros 

tahun 2021 sebanyak 283.552 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja 

tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 262.749 orang atau 
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67,59% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.  

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan  

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 

Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km2. Berdasarkan 

data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu 

dengan luas 287,66 km2 atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun 

Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan 

luas 29,93 km2 atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros. 
 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros 
 
 

NO KECAMATAN 
JUMLAH LUAS 

(Km2) DESA KELURAHAN 

1 Mandai 4 2 49,11 

2 Moncongloe 5 0 46,87 

3 Maros Baru 4 3 53,76 

4 Lau 2 4 53,73 

5 Turikale 0 7 29,93 

6 Marusu 7 0 73,83 

7 Bontoa 8 1 93,52 

8 Bantimurung 6 2 173,70 

9 Simbang 6 0 105,30 

10 Tanralili 7 1 89,45 

11 Tompobulu 8 0 287,66 

12 Camba 6 2 145,36 

13 Cenrana  7 0 180,97 

14 Mallawa  10 1 235,92 

Total 80 23 1.619.12 

Sumber data:Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2020 

 

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di 

Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 
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berikut : 

Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni 
Menurut Kecamatan Tahun 2021 

NO KECAMATAN 
JUMLAH RUMAH (UNIT) 

TOTAL RUMAH    
(UNIT) LAYAK HUNI 

TIDAK LAYAK 
HUNI 

1 Turikale 11.748 1.888 13.636 

2 Maros Baru 3.812 2.708 6.520 

3 Mandai 4.950 1.934 6.884 

4 Moncongloe 3.808 1.122 4.930 

5 Camba 1.318 1.493 2.811 

6 Cenrana 1.535 2.116 3.651 

7 Bantimurung 2.518 2.451 4.969 

8 Simbang 2.490 2.767 5.257 

9 Marusu 4.866 1.788 6.654 

10 Lau 3.236 2.520 5.756 

11 Bontoa 2.604 3.191 5.795 

12 Tanralili 3.466 2.366 5.832 

13 Tompobulu 2.000 2.465 4.465 

14 Mallawa 1.573 1.595 3.168 

JUMLAH 49.924 30.404 71.328 
Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021 

 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat 

pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 13.636 unit rumah tempat tinggal, 

dimana 11.748 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.888 unit rumah tergolong 

tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah 

tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada diibukota 

Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila 

bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros 

sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan 

perekonomian berpusat di wilayah ini. 

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup 

besar adalah kecamatan Mandai dengan 6.884 unit rumah. Salah satu hal yang 
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mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Marusu 

adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan terdekat dengan kota 

Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak 

masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan 

ini. 

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya 

merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran 

sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat 

potensial untuk kegiatan pada 13 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan dan Perikanan. 

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2021 sebesar 

305.956 ton yang dipanen dari areal seluas 48,263.00 Ha atau rata-rata 63.39 

Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung 

dengan luas panen sekitar 10.287,00 Ha dan jumlah produksi sebesar 61.133,54 

ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar 319,20 ton dari luas panen 177 Ha, 

kacang tanah dengan produksi 3.312,74 ton dari luas panen 726 Ha, ubi kayu 

dengan produksi sebesar 76.445,75 ton dari luas panen 854 Ha, dan ubi jalar 

dengan luas panen 94 Ha yang mampumenghasilkan produksi sebesar 

28.110,42 ton,  

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi 

dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan 

Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar 11.728,9 ton dan perikanan 

budidaya dengan produksi sebesar 27.278,2 ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di 

Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten 

Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit 

Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 20 Kelompok 

Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit 

ikan nila sebanyak 15.000 ekor.  

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya 
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adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten 

yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan.Lokasi wisata yang paling 

banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam 

renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi 

wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum 

potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata 

alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari 

Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa. 

Kawasan permandian alam Bantimurung.Terletak di lembah bukit kapur 

dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi 

ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. 

Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai 

pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 

150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan 

goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini 

terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah. 

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro’). Di kawasan ini selain 

terdapat stalaktik yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang 

dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. 

Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota 

Kabupaten Maros. 

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan 

kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahanakan 

kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai 

jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup 

nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranaya 

adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah 

gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis 

Maccala Maura yang sudah langka. 

Air terjun Bonto Somba.Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan 
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Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 

km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. 

Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang 

diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat 

memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba. 

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. 

Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari 

Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas 

areal 150 Ha yang dipersiapakan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di 

Kawasan Timur Indonesia. 

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros 

Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang 

jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau 

dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial 

untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, 

utamanya wisatawan mancanegara. 

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan 

Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota 

Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga 

perlu untuk segera dikembangkan. 

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang 

curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh 

sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m2. 

Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah 

dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros 

banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa 

dijadikan tujuan wisata. 
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Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 

No NAMA OBYEK KATEGORI 

OBYEK 

LOKASI 
1 Jarie Situs Kecamatan Simbang 

2 Tampuang Situs Kecamatan Simbang 
3 Saripa Situs Kecamatan Simbang 
4 Karrasa Situs Kecamatan Simbang 
5 Kado Situs Kecamatan Simbang 

6 Burung 1 Situs Kecamatan Bantimurung 
7 Burung 2 Situs Kecamatan Bantimurung 
8 Pangie Situs Kecamatan Bantimurung 
9 Sampeang Situs Kecamatan Bantimurung 

10 Ulu Leang Situs Kecamatan Bantimurung 
11 Ambe Paco Situs Kecamatan Bantimurung 
12 Elle Pusae Situs Kecamatan Bantimurung 
13 Bettue Situs Kecamatan Bantimurung 
14 Uluwae Situs Kecamatan Bantimurung 
15 Pajae Situs Kecamatan Bantimurung 
16 Pettae Situs Kecamatan Bantimurung 
17 Pettakere Situs Kecamatan Bantimurung 
18 Tinggi Ada Situs Kecamatan Bantimurung 
19 Baratedong 1 Situs Kecamatan Bantimurung 
20 Baratedong 2 Situs Kecamatan Bantimurung 
21 Alla Birang Situs Kecamatan Bantimurung 
22 Pallenge Situs Kecamatan Bantimurung 
23  Bara Jarang Situs Kecamatan Bantimurung 
24 Pabbuno Juku Situs Kecamatan Bantimurung 
25 Lompoa  Situs Kecamatan Bantimurung 
26 Bembe Situs Kecamatan Bantimurung 
27 Timpuseng Situs Kecamatan Bantimurung 
28 Batu Karope Situs Kecamatan Bantimurung 
29 Bulu Tungke’e Situs Kecamatan Bantimurung 
30 Barugayya Situs Kecamatan Bantimurung 
31 Pa’limukang Situs Kecamatan Bantimurung 
32 Tanre Situs Kecamatan Bantimurung 
33 Balang Situs Kecamatan Bantimurung 
34 Jing Situs Kecamatan Bantimurung 
35 Sengkae Situs Kecamatan Bantimurung 
36 Bata-battae Situs Kecamatan Bantimurung 
37 Pacce-pacce Situs Kecamatan Bantimurung 
38 Bulu Buttue Situs Kecamatan Bantimurung 
39 Boddong Situs Kecamatan Bantimurung 
40 Canggoreng  Situs Kecamatan Bantimurung 
41 Samongkeng 1 Situs Kecamatan Bantimurung 
42 Samongkeng 2 Situs Kecamatan Bantimurung 
43 Samongkeng 3 Situs Kecamatan Bantimurung 
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44 Samongkeng 4 Situs Kecamatan Bantimurung 
45 Lambatorang Situs Kecamatan Bantimurung 
46 Pucu Situs Kecamatan Bantimurung 
47 Wanue Situs Kecamatan Bantimurung 
48 Tenggae Situs Kecamatan Bantimurung 
49 Bulu Kamase Situs Kecamatan Bantimurung 
50 Panampu 1 Situs Kecamatan Bantimurung 
51 Panampu 2 Situs Kecamatan Bantimurung 
52 Bungaeja 1 Situs Kecamatan Bantimurung 
53 Bungaeja 2 Situs Kecamatan Bantimurung 
54 Maddauseng  Situs Kecamatan Bantimurung 
55 Botto Situs Kecamatan Bantimurung 
56 Batu Tianang Situs Kecamatan Bontoa 
57 Karama/Akkarasa Situs Kecamatan Bontoa 
58 Pasaung  Kecamatan Bontoa 
59 Sipong 1  Kecamatan Bontoa 
60 Sipong 2  Kecamatan Bontoa 
61 Sipong 3  Kecamatan Bontoa 
62 Monroe   Kecamatan Bontoa 
63 Cempae  Kecamatan Bontoa 
64 Wajan Raksasa  Kecamatan Turikale 
65 Beduk tertua  Kecamatan Turikale 
66 Pedang V.O.C  Kecamatan Turikale 
67 Kerangka Manusia Leang Jarie  Kecamatan Simbang 
68 Bendungan Batu Bassi  Kecamatan Simbang 
69 Gudang mesiu  Kecamatan Simbang 
70 Prasasti Jepang  Kecamatan Simbang 
71 Bunker Jepang  Kecamatan Mandai 
72 Makam La Makkulau Arung 

Mampu 

 Kecamatan Bantimurung 
73 Makam Arung Macege  Kecamatan Camba 
74 Makam Karaeng Bontoa  Kecamatan Bontoa 
75 Makam Kareang Lalang Tedong  Kecamatan Bontoa 
76 Makam Nahkoda  Kecamatan Bontoa 
77 Balla Lompoa  Kecamatan Turikale 
78 Kantor Pengadilan Lama  Kecamatan Turikale 
79 Kantor Kejaksaan Lama  Kecamatan Turikale 
80 Rumah Sakit Lama  Kecamatan Turikale 
81 Penjara Lama  Kecamatan Turikale 
82 Rumah Kodok  Kecamatan Turikale 
83 Kantor Pemerintah Belanda  Kecamatan Turikale 

Sumber data :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 

 

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik 

investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini 
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ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh 

swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai 

karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata 

Alam Bantimurung. 

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi 

unggulan bertajuk Apkasi Expo 2021 (AOE2021) yang sedianya akan digelar 

akhir tahun 2021 dibatalkan dengan alasan Pandemi Covid-19. 

 

Daftar Penyelenggaraan Expo 

No Nama Kegiatan Jumlah Ket. 

1. Pameran Apkasi Otonomi Expo 
2021 

- 
Tidak 

dilaksankan 
 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 

 

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan 

lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati 

panorama alam Kabupaten Maros. 

 

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2017-2021 
 

TAHUN 
TARGET 

KUNJUNGAN 
REALISASI 

KUNJUNGAN 
PERSENTASE 

2017 442.874 442.874 
100% 

2018 407.580 407.580 
100% 

2019 391.700 518.635 132% 

2020 402.000 238.456 59,32% 

2021 282.033 65.507 23,22% 
 

  Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 
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JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANA 
DI DALAM NEGERI 

 

No. Nama Kegiatan Jumlah Keterangan 

1.  
Kunjungan Kerja Konferensi 
Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KPSI) 

1 (Satu) Kali  

2.  
Pelantikan Pengurus Forkom 
Dara Daeng (FKDDM) Kab. 
Maros 

1 (Satu) Kali 
 

3.  
Lmba Penulisan Sejarah Lokal 
Maros 

1 (Satu) Kali 
 

4.  
Raker Cabang I Dewan Pimpinan 
Cabang Masyarakat Sadar 
Wisata Kab. Maros 

1 (Satu) Kali 
 

5.  
Upacara Adat Kerajaan Marusu “ 
Kattobokko” 

1 (Satu) Kali 
 

6.  
Pameran Temporer dan Lomba 
Cerita Rakyat 

1 (Satu) Kali 
 

7.  
Kolaborasi Pariwisata Kab. 
Maros 

2 (Dua) Kali  

8.  
Penandatanganan MOU dengan 
Polteknik Pariwisata Makassar 

1 (Satu) Kali 
 

9.  
Grand Final Pemilihan Dara 
Daeng Maros 

1 (Satu) Kali 
 

10.  
Pemilihan Dara Daeng Cilik Kab. 
Maros 

1 (Satu) Kali 
 

11.  
MUSDA Asosiasi Pelaku 
Pariwisata Indonesia DPD Sulsel 

1 (Satu) Kali 
 

12.  
Pelatihan Pengembangan SDM 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

1 (Satu) Kali 
 

13.  
Ajang Anugrah Desa Wisata oleh 
Kemenkraf 

1 (Satu) Kali 
 

14.  Maros Pangkep Geopark Bike 1 (Satu) Kali  

15.  
Maros Pangkep Geopark Run 
2021 

1 (Satu) Kali 
 

16.  
Penyerahan Apresiasi hasil 
penelitian Arkeolog untuk Maros 

1 (Satu) Kali 
 

17.  Trail Adventure Maros 76 1 (Satu) Kali  

18.  Guberbur Half Marathon 1 (Satu) Kali  

19.  
Study Bandng Pengelolaan Desa 
Wisata 

1 (Satu) Kali 
 

20.  MOU Taman Suaka Pubakala 1 (Satu) Kali  

21.  Lomba Musik Tradisional Kecapi 1 (Satu) Kali  

22.  
Kunjungan Kerja Komisi X DPR 
RI 

1 (Satu) Kali 
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23.  
Sosialisasi Geopark Maros 
Pangkep  

1 (Satu) Kali 
 

24.  
Penghargaan Inovasi 
Pengembangan Desa Wisata 

1 (Satu) Kali 
 

25.  Addvisory AssGeopark 1 (Satu) Kali  

26.  Sosialisasi Wisata halal  1 (Satu) Kali  

27.  Workshop Pelaku ekonomi kreatif 1 (Satu) Kali  

28.  
Piagam penghargaan Bupati 
Maros kepada Runner Up II Duta 
pariwisata Indonesia 

1 (Satu) Kali 
 

29.  
Maudu Ada’ dan Kemah 
Lembaga Adat dan Budaya 
Masyarakat Salenrang 

1 (Satu) Kali 
 

30.  
Launching Familiarization Trip 
Istana Karst Desa 
Bontolempangan 

1 (Satu) Kali 
 

31.  
Acara Mappalili Kerajaan Adat 
marusu 

1 (Satu) Kali 
 

32.  MOU dengan Angkasa Pura I 1 (Satu) Kali  

33.  
Rakornas Generasi Pesona 
Indonesia (Genpi) 

1 (Satu) Kali 
 

34.  
Talkshow Geopark Maros 
Pangkep 

1 (Satu) Kali 
 

35.  Talkshow Promosi Pariwisata 1 (Satu) Kali  

36.  
Study Banding Pengelolaan 
Wisata Sususr Gua 

1 (Satu) Kali 
 

37.  Maros Beauty Excotic 1 (Satu) Kali  

38.  
Launching Program Qris 
Kawasan pariwisata 

1 (Satu) Kali 
 

39.  Kartika Fun Cross 1 (Satu) Kali  

40.  
Geopark Pangkep Stakcholder 
Collaboration Award 2021 

1 (Satu) Kali 
 

41.  
Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Maros 

1 (Satu) Kali 
 

42.  Launching Kalender Event 2022  1 (Satu) Kali  

43.  Persentase Go Local Hub 1 (Satu) Kali  

44.  
MOU Jaminan Keselamatan 
Wisata Leang-Leang bersama 
Jasa Raharja 

1 (Satu) Kali 
 

45.  Car Free Day 1 (Satu) Kali  

46.  Sosialisasi Wisata Halal  1 (Satu) Kali  
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47.  
Workshop pelaku Ekonomi 
Kreatif guna pengembangan kata 
kreatif Indonesia 

1 (Satu) Kali 
 

48.  Toraja Beyond Tourism 1 (Satu) Kali  

49.  Pekan Raya SUL-SEL 1 (Satu) Kali  

50.  
Road Show 14 Kecamatam 
Ekonomi Kreatif 

1 (Satu) Kali 
 

51.  Pengembangan DEKRAMART 1 (Satu) Kali  
 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 
 

 
JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA 
MASYARAKAT 

 

No. Uraian 
Jumlah Yang 

Terlibat 
Keterangan 

1. Kawasan Wisata Kuliner PTB 108 Pedagang 

2. 
Kawasan Wisata Alam 
Bantimurung 

37 
Pedagang 

3. 
Gedung Pusat Ole-ole Maros 
(Balla’ Mabalanca) 

26 
UMKM 

JUMLAH 171  

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 
 
 
 

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, 

pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner 

Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan 

hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan 

hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbunhan dan 

perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk 

menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian 

bagi MasyarakSosiat Kabupaten Maros. 

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan 

yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu 

mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya.Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki 

keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten 

Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati 
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merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan 

kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk 

bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan 

bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki 

potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan 

Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa. 

 

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai 

Pemerintah  

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur 

dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi). 

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan 

pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib 

dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 

menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang 

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.  

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2021, telah menyusun program 

dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan 

prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan desentraliasisi. Keberhasilan pelaksanaan urusan 

desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan 

kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari 

masing-masing urusan. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk 

tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 

SKPD KABUPATEN NAMA 
JUMLAH 

PERSONIL 
(PNS) 

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros 191 

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Maros 57 

Inspektorat Inspektorat Kabupaten Maros 78 

Dinas Daerah Dinas Pendidikan 2625 

 Dinas Kesehatan 793 

 Dinas Sosial 48 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

54 

 Dinas Komunikasi dan Informatika 60 

 Dinas Perhubungan 74 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

100 

 Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

40 

 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 59 

 Dinas Lingkungan Hidup 83 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 65 

 Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan 

199 

 Dinas Perikanan 63 

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

55 

 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 57 

 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

38 

 Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

52 

 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

66 

 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 54 

Rumah Sakit Daerah RSU Salewangang 343 

Kecamatan Kecamatan Mallawa 37 
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